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ARTICLE INFO ABSTRAK

Diterima tanggal : 24 Februari 2024 Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan sosial-ekologi (SENA) untuk memetakan dan menganalisis
Perbaikan naskah: 13 Okcober 2024 sistem sosial-ekologi skala kecil (SES) dalam pengelolaan area akses untuk perikanan skala kecil (PAAP) di
Disetujui terbit  : 26 Desember 2024 Wilayah Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis
*Korespodensi penulis: hubungan antara berbagai aspek sosial, ekologi, ekonomi, tata kelola, dan pemanfaatan sumber daya. Tujuan
Email: aristonmuhamad@apps.ipb.ac.id penelitian adalah menguji dinamika sistem sosial-ekologi di area PAAP Kabupaten Kepulauan Konawe.
DOT: hetp://dx.doi.org/10.15578/jksekp. Per;ehnan dilakukan dari Febr'uarl hlflgga November. 2022 der'lgan menggunakan metode pengumpulan data
v14i2.13895 primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan FGD kepada 227 responden
yang terdiri dari nelayan PAAP dan Non PAAP. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi
literatur, dokumen, dan laporan terkait. Model jaringan dasar dari SES dibangun menggunakan pendekatan
jaringan untuk memahami pola interaksi antara entitas dalam sistem ini. Komunikasi, deteksi komunitas, dan
analisis komputasi menggunakan R paket dilakukan untuk menghasilkan pemetaan terbaik dan mendapatkan
wawasan tentang pola interaksi yang ada. Hasil pemetaan mengungkapkan kluster signifikan dan hubungan
antara entitas dalam sistem perikanan skala kecil. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang hubungan kompleks antara berbagai aspek sistem perikanan skala kecil di Wilayah Kepulauan Wawonii,
Kabupaten Kepulauan Konawe, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan yang

lebih efektif.

Kata Kunci: analisis jaringan sosial-ckologi (SENA); sistem sosial-ekologi (SES); perikanan skala kecil;
pemetaan dan analisis jaringan

ABSTRACT

This research utilizes the Social-Ecology Network Analysis (SENA) method to map and analyze small-scale social-
ecological systems (SES) in the management of access areas for small-scale fisheries (PAAP) in the Wawonii Islands
Region, Konawe Islands District. The study identifies and analyzes the relationships among various social, ecological,
economic, governance, and resource utilization aspects. The research objective was to examine the dynamics of social-
ecological systems in the PAAP area of Konawe Islands Regency. The research was conducted from February to November
2022 using a combination of primary and secondary data collection methods. Primary data were obtained through
observations, interviews, and FGDs involving 227 respondents comprising PAAP and Non-PAAP fishermen. Meanwhile,
secondary data were collected through literature reviews, document analysis, and relevant reports A basic network model
of the SES is constructed using a network approach to understand the patterns of interactions among entities within
this system. Communication, community detection, and computational analysis using the R package are performed
to generate the best mapping and gain insights into the existing patterns of interactions. The mapping results reveal
significant clusters and relationships among entities within the small-scale fisheries system. This study also provides a
better understanding of the complex relationships among various aspects of the small-scale fisheries system in the Wawonii
Ilands Region, Konawe Islands District, serving as a foundation for decision-making and more effective management.

Keywords: social-ecology network analysis (SENA); social-ecological system (SES); small-scale fisheries; network

mapping and analysis
PENDAHULUAN
Perikanan skala kecil memainkan peran  2019). Kegiatan perikanan skala kecil di Kabupaten
penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi  Kepulauan Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah
dan kesejahteraan sosial, serta menjamin ketahanan ~ menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat

pangan bagi masyarakat di seluruh dunia (Béné et  pesisir selama beberapa generasi. Seperti halnya
al., 2016; Thilsted et al., 2016; Oestreich et al., sistem sosial-ekologi (SES) perikanan skala kecil di
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wilayah ini, SES mencerminkan hubungan dinamis
antara komunitas nelayan dan lingkungan alam
mereka (Adrianto, 2009; Ostrom, 2009; Pomeroy,
2012; Cohen et al., 2019; Torres Canete et al.,
2021). Namun, kondisi saat ini dari perikanan skala
kecil menghadapi tantangan serius yang mengancam
keberlanjutan dan kelangsungan hidup (Kittinger,
2013). Isu-isu seperti overfishing, degradasi habitat,
aktifitas pertambangan dan perubahan iklim, dan
akses pasar dan sumber daya yang terbatas adalah
beberapa masalah yang dihadapi oleh sektor ini
(Parsram, 2008; Sievanen, 2014; Aguilera er al,
2015; Sarianto et al, 2016). Selain itu, faktor-faktor
sosial seperti dinamika pasar, kebijakan pemerintah,
dan institusi sosial juga memengaruhi kesejahteraan
sosial-ekonomi komunitas nelayan (Wamukota et
al., 2014; Frocklin et al., 2014).

Manajemen perikanan memiliki dampak
positif pada peningkatan stok ikan dibandingkan
dengan perikanan yang tidak dikelola (Hilborn et al.,
2014). Implementasi manajemen perikanan jangka
panjang yang melibatkan dimensi ekonomi dan sosial
dalam ekosistem yang dieksploitasi adalah faktor
kunci dalam mencapai perikanan yang sukses dan
berkelanjutan (Szuwalski et al., 2016). Pendekatan
dengan analisis gender dan analisis ketahanan
sosial-ekologi juga dapat memberikan kontribusi
penting untuk manajemen kebijakan perikanan
skala kecil (Kawarazuka et al., 2017). Selanjutnya,
peningkatan ekonomi dan peluang kerja bagi nelayan
miskin dapat membantu mengurangi overfishing
(Cinner et al,, 2008). Manajemen perikanan
skala kecil perlu mempertimbangkan kapasitas
adaptif sebagai faktor penting dalam menentukan
ketahanan sosial dan ekologis (Aguilera e al., 2014).
Kunci keberhasilan manajemen perikanan adalah
implementasi batas tangkapan berbasis ilmiah
dan investasi moneter yang membantu mencapai
tujuan manajemen ketika digunakan untuk
membatasi tekanan penangkapan ikan (Melnychuk
et al., 2017). Kebijakan perikanan terukur, dapat
meningkatkan kesejahteraan nelayan, keseimbangan
kegitan ekonomi lintas wilayah, kesehatan laut
dan  keberlanjutan ~ sumberdaya  perikanan
(Trenggono, 2023).

Pengelolaan akses area perikanan (PAAP) di
Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe,
adalah upaya konkret untuk mencapai harmoni
antara manusia dan lingkungan. Manajemen PAAP
merupakan upaya menuju pengeloaan perikanan
berkelanjutan dengan memberikan hak eksklusif
kepada nelayan lokal wuntuk mengelola area
penangkapan ikan mereka berdasarkan prinsip-
prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini diuraikan
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dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019
mengenai PAAP. Jaringan Sistem Sosial-Ekologi
(SES) di area PAAP melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat lokal, nelayan,
pemerintah setempat, lembaga terkait, dan sektor
terkait lainnya (Gutierrez et al., 2011; Cinner ez al.,
2012; Garcia & Heinen, 2016). Pendekatan Sistem
Sosial-Ekologi  (SES) memungkinkan analisis
komprehensif terhadap interaksi kompleks antara
faktor sosial dan ekologi dalam upaya mencapai
perubahan berkelanjutan (Hafsaridewi ez al., 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
dinamika sistem sosial-ekologi di area PAAP
Kabupaten =~ Kepulauan =~ Konawe,  termasuk
bagaimana kebijakan diimplementasikan, partisipasi
masyarakat, pemahaman lokal, lembaga yang
terlibat, sumber daya perikanan yang dikelola,
dan faktor-faktor lain yang berinteraksi dalam
jaringan. Oleh karena itu, dengan pemahaman
holistik dalam jaringan ini, langkah-langkah
efektif dapat diambil dengan mengembangkan
strategi manajemen sehingga kebijakan manajemen
perikanan berkelanjutan di wilayah ini lebih efektif
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menjamin keberlanjutan perikanan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang hubungan
sistem sosial-ekologi dan memberikan wawasan
berharga bagi para pengambil keputusan, pengelola
sumber daya, dan masyarakat lokal. Selain itu,
penelitian ini mendorong adopsi praktik manajemen
berbasis bukti yang mempertimbangkan faktor
sosial dan ekologi untuk memastikan keberlanjutan
jangka panjang perikanan skala kecil. Penelitian
ini akan memberikan wawasan baru, pemahaman
yang lebih mendalam, dan rekomendasi kebijakan
yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap
transformasi berkelanjutan dalam jaringan sosial-
ekologi di wilayah PAAP Kepulauan Wawonii,
Kabupaten Kepulauan Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Penelitian  dilakukan =~ di ~ Kabupaten
Konawe Kepulauan Propinsi Sulawesi Tenggara.
(Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan
Februari s/d November tahun 2022.

Datayangdikumpulkanberupadataprimer
dan sekunder. Data primer didapatkan melalui
observasi dan wawancara dan FGD kepada
responden. Responden dipilih berdasarkan
kriteria yang memahami terhadap kondisi di
lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui
study literatur, ketersediaan dokumen dan
laporan-laporan yang mendukung.
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Gambar 1. Peta Lokasi Pengambilan Data.

Sumber: www.rare.go.id

Wawancara dilakukan melalui metode
purposive sampling, kepada nelayan PAAP dan
Non PAAP, sebanyak 227 orang. tujunannya
dari wawancara tersebut, untuk mengetahui
serta merumuskan model jejaring awal. Tahap
selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang melalui
FGD (Focus Group Discusion) kepada semuan
pemangku kepentingan yang terlibat baik pihak
pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah,
NGO, Perguruan tinggi serta perwakilan
dari nelayan anggota PAAP dan Non PAAP.
tujuan dari FGD ini adalah untuk menguatkan
model jejaring awal dan sebagai input untuk
merumuskan  skenario  kebijakan  dalam
meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan
perikanan di Konawe Kepulauan. Pemetaan dan
analisis Sistem Sosial-Ekologi (SES) perikanan
skala kecil di Kepulauan Konawe dilakukan
menggunakan metode analisis jaringan sosial-
ekologi  (SENA). Metode ini fokus pada
keterhubungan antara berbagai dimensi (sosial,
ekologi, ekonomi, tata kelola, pemanfaatan
sumber daya) dengan mengidentifikasi model
jaringan dasar dari SES. Penentuan model
jaringan dasar didasarkan pada kerangka kerja
yang dikembangkan oleh McGinnis dan Ostrom
(2014), di mana komponen atau elemen SES dibagi
menjadi empat komponen utama: tata kelola,
pengguna sumber daya, sistem sumber daya, dan
unit sumber daya, bersama dengan interaksi mereka
yang menghasilkan hasil dari pola interaksi di antara
komponen-komponen ini.

Analisis jaringan sosial-ekologi (SENA)
dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
pola hubungan, interaksi, dan keterhubungan (sisi)
di antara elemen-elemen dalam jaringan (simpul)
(Kluger ez al., 2015). SENA dilakukan menggunakan
bahasa pemrograman R (R Core Team, 2022)

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dengan paket igraph (Csardi and Nepusz, 2006) dan
statnet (Handcock ez al., 2018). Jenis jaringan yang
digunakan adalah jaringan berarah, menunjukkan
arah pengaruh. Identifikasi model jaringan dasar
mengacu pada berbagai sumber, termasuk data
primer (observasi lapangan, wawancara) dan data
sekunder (laporan resmi pemerintah, laporan
LSM, studi literatur, dan penelitian sebelumnya
yang relevan). Fokus identifikasi jaringan dasar
terutama pada elemen-elemen dan hubungan yang
terkait dengan kegiatan perikanan skala kecil di
Kepulauan Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Model jaringan dasar disajikan dalam Gambar 2.
Analisis ini didasarkan pada identifikasi model
dasar, termasuk:

a. Analisis deskriptif dari jaringan sosial

Analisis ini melibatkan identifikasi atribut
jaringan sosial berdasarkan model dasar yang telah
diidentifikasi, termasuk: Ukuran Jaringan, analisis
ini berfokus pada jumlah anggota dalam jaringan
sosial, yang diwakili oleh simpul atau aktor.
Kepadatan Jaringan, ini mencerminkan proporsi
koneksi yang diamati dalam jaringan sosial.

Density (directed network) = - (RL_ 5
Density (undirected network) = 2L
k(k—1)

Jumlah  koneksi yang diamati dalam
jaringan (L), di mana k(k-1) mewakili jumlah
maksimal kemungkinan koneksi antara aktor-aktor.
Komponen Jaringan: Ini adalah subkelompok di
mana semua aktor terhubung secara langsung atau
tidak langsung. Diameter Jaringan: Ini mengukur
seberapa kompak hubungan yang diamati dalam
jaringan  sosial. Koefisien Klaster Jaringan:
Ini mengukur kecenderungan jaringan untuk
membentuk kelompok-kelompok koneksi.

b. Analisis Parameter

Centralitas: Centralitas mengukur kemukaan
aktor dalam jaringan (aktor utama/derajat) dan
dihitung berdasarkan rumus yang dikembangkan
oleh Wasserman dan Faust (1994).

Cd(ni) = d(ni)

Dimana d mewakili jarak geodesik antara dua
simpul. Deteksi Komunitas: Ini dihitung berdasarkan
hasil koherensi sosial untuk mengidentifikasi
pengelompokan dalam jaringan sosial menggunakan
analisis k-means clustering.

Model Jejaring SES di Konawe Kepulauan

Berdasarkan hasil pemetaan model dasar
jaringan Sistem Sosial-Ekologi (SES) di area
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penelitian, terdapat 37 komponen (simpul) dan 92
hubungan (sisi). Setiap komponen terhubung atau
berhubungan dengan komponen lain, membentuk
suatu jaringan. Panah yang menghubungkan
variabel menunjukkan pengaruh positif antara kedua
variabel, sementara tanda lingkaran menunjukkan
pengaruh negatif antara kedua variabel. Abram
dan Dyke (2018) menyatakan bahwa sistem sosial-
ckologi (SES) menggambarkan hubungan saling
terkait antara manusia dan lingkungan atau dalam
hal sistem sosial dan ekologi yang saling terkait. Oleh
karena itu, SES adalah interaksi antara struktur dan
proses sosial dengan unit-unit ekosistem, termasuk
area pesisir, hutan mangrove, padang lamun,
terumbu karang, pantai, dan sistem upwelling
(Adrianto, 2009). Hasil pemetaan model konseptual
SES untuk perikanan skala kecil di Konawe

Kepulauan disajikan dalam Gambar 2

Secara umum, nelayan di Konawe Kepulauan
mengandalkan kegiatan memancing sebagai sumber
pendapatan (Incm). Berdasarkan pengamatan,
nelayan skala kecil di Wawonii Kepulauan Kabupaten
Konawe utamanya menargetkan spesies ikan tertentu
(FT), seperti tuna cakalang, kerapu, dan kerapu
macan. Meskipun tidak ada spesies ikan non-target
(N_FT) yang sengaja ditangkap, beberapa nelayan
menangkap spesies tambahan seperti ikan belanak
sebagai hasil tangkapan sampingan. Oleh karena
itu, pendapatan mereka berasal dari spesies ikan
target Target Fish Income (T_FP), yang umumnya
memiliki harga lebih tinggi dan nilai ekonomi yang
signifikan dibandingkan dengan spesies ikan non-
target Non-Target Fish Income (NT_Rvn). Namun,
penangkapan spesies ikan non-target (N_FT) juga

Mapping Social-ecological System of Small Scale Fisheries
(Case study Konawe Island-Southeast Sulawesi)
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Gambar 2. Model Jejaring Dasar Social-Ecological System (SES) Perikanan di Konawe Kepulauan.

Keterangan :

Resource System (RS): Kawasan Larang Ambil (KLA), Batas PAAP (B_PAAP), pencemaran (Poltn) dan kawasan penangkapan
ikan nelayan (Fground).Resource Unit (RU): Pendapatan Nelayan (Incm), ikan target (FT), Pendapatan Tkan Target (N_Ft), ikan
non target (NFt), Pendapatan non target (NT_Rvn). Harga Ikan target (T_Ft) dan Harga Ikan Non target (T_Ft). Resource Actor
(RA: Kelompok Nelayan PAAP yang terdiri dari Ketua PAAP (PAAP_L) dan Anggota PAAP (PAAP_M), Nelayan non PAAP
(N_PAAP_M), Pengepul (Spl), Tokoh masyarakat/Tomas (Com_Vig), kelompok pengawas perikanan (pokwas), Kapal Tongkang
(B_Sip), partai politik (parpol), organisasi kemasyarakatan/Ormas (Com_or). Resource Governace (RG): Kelompok PAAP Lasolo
(PAAP_GI), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), RARE, KKP, Perguruan Tinggi (PT), LSM (NGo), Dinas Pariwisata (DPw),
Dinas Kehutanan/Dishut (Fr-D), Bapeda (RPDA), Pergub (GV_Reg), Pemprov (P_Gov), Pemdes (V_Gov), Perda (L_Reg), Was

Perikanan (F_Svp), Polisi Perairan/Polair (Mr_Pol).
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mempengaruhi pendapatan nelayan (Incm) di
Kepulauan Wawonii, Kabupaten Konawe. Model
dasar Sumber Daya (RU) dari SES (Sistem Sosial-
Ekologi) untuk perikanan skala kecil di Kepulauan
Konawe ditampilkan dalam Gambar 3.

Resources Unit

Gambar 3. Model Jejaring Dasar RU SES Perikanan
Skala Kecil di Konawe Kepulauan.

Pemanfaatan sumber daya perikanan dalam
perikanan skala kecil di Kepulauan Wawonii,
Kabupaten Konawe, erat kaitannya dengan
keterlibatan ~ berbagai pihak atau pemangku
kepentingan. Berdasarkan hasil identifikasi, selain
nelayan, pihak-pihak yang terlibat mencakup partai
politik (parpol), organisasi masyarakat (Com_Or),
nelayan yang terafiliasi dengan kelompok PAAP
(PAAP_L dan PAAP_M), nelayan non-PAAP
(N_PAAP_M), pengumpul ikan (spl), pemimpin
masyarakat (Com_fig), dan kelompok pemantauan
perikanan (pokwas). Selain peran mereka sebagai
nelayan, mereka di Kepulauan Konawe juga terlibat
sebagai pejabat dan anggota partai politik, anggota
organisasi masyarakat, dan anggota kelompok
PAAP (Pengelolaan Area Akses Perikanan), yang
dipimpin oleh seorang pemimpin masyarakat yang
dipercayai (Com_fig). Kelompok PAAP umumnya
terdiri dari para nelayan sendiri yang bertugas
sebagai anggota PAAP (PAAP_M). Selain itu, ada
juga nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok
PAAP (N_PAAP_M). Para pemangku kepentingan
ini memainkan peran yang signifikan dalam
mengkoordinasikan, mendukung, dan membela
kegiatan perikanan skala kecil. Mereka bekerja
sama dengan pemimpin masyarakat (Tomas), yang
memiliki pengetahuan lokal yang luas. Pengaruh
dan pengetahuan, serta kelompok pemantauan
perikanan (pokmas), yang bertanggung jawab untuk
memantau dan menegakkan peraturan perikanan.
Dalam kerangka ini, anggota PAAP berperan
sebagai penggerak utama dalam mengorganisir

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

nelayan skala kecil, memfasilitasi akses mereka
ke sumber daya, dan mempromosikan praktik
perikanan yang berkelanjutan. Anggota non-
PAAP (N_PAAP_M), meskipun tidak tergabung
dalam kelompok PAAP, tetap berpartisipasi dalam
perikanan skala kecil sebagai pelaku utama yang
terlibat dalam penangkapan ikan. Mereka sering
bergantung pada dukungan dan informasi yang
diberikan oleh nelayan PAAP dalam menjalankan
kegiatan perikanan. Pengumpul ikan (spl) bertindak
sebagai pemasok atau pembeli tangkapan nelayan,
memainkan peran dalam distribusi dan pemasaran
hasil tangkapan nelayan. Mereka sering berinteraksi
dengan nelayan atau kelompok nelayan, oleh
karena itu mereka diundang untuk berpartisipasi
dan berkontribusi dalam kegiatan pemantauan dan
pengawasan untuk mencegah praktik perikanan ilegal
atau pelanggaran lainnya. Pemimpin masyarakat
(Com_fig), sebagai tokoh yang dihormati dan
diakui, berkontribusi dalam mempertahankan nilai-
nilai tradisional dalam praktik perikanan skala kecil
dan berfungsi sebagai penghubung antara nelayan,
sumber daya lokal, dan metode berkelanjutan.
Pokmas, sebagai kelompok pemantauan perikanan,
bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan
perikanan skala kecil. Mereka memastikan bahwa
nelayan mematuhi aturan dan praktik perikanan
yang berkelanjutan dan melaporkan pelanggaran
apa pun kepada pihak berwenang yang relevan.
Secara keseluruhan, kerjasama dan keterlibatan para
pelaku ini adalah faktor krusial dalam pemanfaatan
perikanan skala kecil di Kepulauan Wawonii, dengan
tujuan mencapai sumber daya perikanan yang
berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. Model
dasar Sumber Daya (RU) dari SES (Sistem Sosial-
Ekologi) untuk perikanan skala kecil di Kepulauan
Konawe ditampilkan dalam Gambar 4.

Resources Actors

Gambar 3. Model Jejaring Dasar RA SES Perikanan
Skala Kecil di Konawe Kepulauan.
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Sejak penetapan perairan di Kepulauan
Konawe sebagai kawasan konservasi laut lokal
(KKPD) berdasarkan Peraturan Menteri No. 23
tahun 2021 tentang KKPD, area penangkapan
ikan untuk nelayan skala kecil memiliki batas
yang ditetapkan yang dikenal sebagai batas PAAP
(B_PAAP). Menurut peraturan ini, hak akses atau
batas PAAP yang dialokasikan untuk nelayan skala
kecil mengikuti batas area KKPD. Batas PAAP (B_
PAAP) memainkan peran penting dalam mengatur
dan menentukan batasan area di mana nelayan skala
kecil dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Area ini juga disebut sebagai daerah penangkapan
ikan (Fground), yang merupakan area yang
ditetapkan untuk penangkapan ikan. Dalam
upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya
perikanan, diterapkan Zona Pengambilan Terbatas
(KLAs), di mana nelayan dilarang memancing.
Ini bertujuan untuk melindungi spesies ikan yang
terancam punah atau memiliki populasi yang rentan.
Selain itu, praktik penangkapan ikan yang merusak
(Dfishing) yang sering terjadi di area penangkapan
ikan di Kepulauan Konawe menjadi ancaman bagi
perikanan skala kecil di wilayah tersebut. Metode
penangkapan ikan yang merusak lingkungan
seperti penggunaan bom atau alat tangkap
yang tidak ramah lingkungan, serta teknik
penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan,
dapat mengurangi keberlanjutan sumber daya
perikanan. Pencemaran (Poltn) dari sumber limbah
domestik dan berbahaya juga dapat berdampak
negatif pada perikanan skala kecil.

Pencemaran limbah dapat mengganggu
ckosistem perairan dan kualitas air, yang pada
gilirannya memengaruhi kelangsungan hidup dan
reproduksi ikan di area tersebut Permasalahan yang
lain adalah adanya aktifitas kegiatan penambangan
yang berakibat pada pencemaran perairan yang
disebabkan oleh lalulitas kapal tongkang yang
membawa material tambang yang melewati kawasan
tangkap nelayan (Fishing Ground) dan Kawasan
Larang Ambil (KLA) diwilayah PAAP wawonii.
Untuk mengatasi tantangan ini, keterlibatan
elemen-elemen seperti kelompok PAAP, otoritas
pemerintah, pemimpin masyarakat, dan kelompok
pemantauan  perikanan  (pokwasmas)  sangat
penting. Mereka memainkan peran penting dalam
mempromosikan praktik penangkapan ikan yang
berkelanjutan, memantau kegiatan penangkapan
ikan yang tidak patuh, dan advokasi untuk kebijakan
perlindungan lingkungan yang ketat guna menjaga
keberlanjutan perikanan skala kecil di Kepulauan
Konawe, serta mengatur lalulintas kapal tongkang
yang melewati kawasan PAAP. Model dasar
Tata Kelola Sumber Daya (RG) dari SES (Sistem
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Sosial-Ekologi) untuk perikanan skala kecil di
Kepulauan Konawe ditampilkan dalam Gambar 5.

Resources System

Gambar 5. Model Jejaring Dasar RS SES perikanan
Skala Kecil di Konawe Kepulauan.

Dalam konteks perikanan skala kecil di
Kepulauan Konawe, Sulawesi Tenggara, terdapat
hubungan dan jaringan terkait di antara elemen-
elemen yang terlibat dalam tata kelola aktivitas
ini. Elemen-elemen vyang terlibat dalam tata
kelola perikanan skala kecil mencakup peraturan-
peraturan seperti Peraturan Daerah No. 36 tahun
2019 tentang PAAP (Pengelolaan Area Akses
Perikanan), Peraturan Daerah No. 9 tahun 2018
tentang RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil), Peraturan Menteri No. 23
tahun 2021 tentang KKPD (Kawasan Konservasi
Perairan Daerah), dan peraturan-peraturan lokal
yang mengatur aturan penggunaan sumber daya
perikanan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk
mengelola perikanan skala kecil.

Selain itu, lembaga pemerintah yang terlibat
dalam pengelolaan perikanan skala kecil termasuk
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Tenggara (DKP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara (P_Gov). Mereka berperan dalam
mengatur dan mengawasi kegiatan perikanan skala
kecil di tingkat regional. Pemerintah Desa (V_Gov)
juga memainkan peran penting dalam melaksanakan
kebijakan perikanan skala kecil di tingkat desa.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi
Tenggara (Bapeda) bertanggung jawab untuk
perencanaan strategis dan pengembangan kebijakan
perikanan skala kecil di tingkat regional. Sementara
itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
adalah lembaga pemerintah pusat yang bertanggung
jawab untuk pengembangan kebijakan nasional
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terkait perikanan. Selain itu, lembaga seperti Kantor
Pariwisata (Tou_D) dan Dinas Kehutanan (FR_D)
memiliki peran terkait pariwisata dan konservasi
lingkungan. Mereka juga berkontribusi pada
upaya menjaga keberlanjutan perikanan skala kecil.
Inspektur Perikanan (Was Perikanan) dan Polisi
Perairan Direktorat Keamanan Maritim Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Mr_Pol) bertanggung
jawab  untuk memantau dan  menegakkan
peraturan terkait pelanggaran perikanan skala
kecil. Kelompok PAAP Wawonii terdiri dari para
nelayan yang merupakan bagian dari PAAP
(Pengelolaan  Area  Akses  Perikanan) dan
memainkan peran penting dalam menjaga sumber
daya perikanan di Kepulauan Konawe. Institusi
pendidikan tinggi (PT) memiliki peran dalam
mendukung  penelitian, pengembangan, dan
pendidikan terkait perikanan skala kecil. RARE,
sebuah organisasi nonpemerintah (LSM) yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sulawesi
Tenggara, juga memberikan dukungan teknis,
bimbingan, dan advokasi kepada kelompok nelayan
dalam praktik perikanan berkelanjutan. Selain
itu, LSM lokal dapat terlibat dalam advokasi,
pelatihan, dan bantuan teknis kepada kelompok
nelayan dalam pengembangan praktik perikanan
berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan keterlibatan
elemen-elemen tata kelola ini, diharapkan dapat
mencapai pengelolaan perikanan skala kecil yang
berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan
peningkatan kesejahteraan para nelayan di Kepulauan
Konawe. Model dasar Aktor Sumber Daya (RA)
dari SES (Sistem Sosial-Ekologi) untuk perikanan
skala kecil di Kepulauan Konawe ditampilkan dalam
Gambar 6.

Resources Governance

Gambar 6. Model Jejaring Dasar RG SES Perikanan
Skala Kecil di Konawe Kepulauan.
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ASESMEN NILAI JEJARING SES DAN
SKENARIO KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERIKANAN SKALA KECIL

Nilai Dari Hubungan Sistem Sosial-Ekologi dalam
Perikanan Skala Kecil di Kepulauan Konawe.

a. Nilai centrality degree

Nilai  sentralitas  derajat  diestimasi
berdasarkan jumlah koneksi atau hubungan yang
dibentuk oleh satu node dengan node lainnya.
Dalam suatu sistem, setidaknya ada satu atau dua
variabel penting (inti dari jaringan) (Zulfikar,
2020; Nurhijayat, 2023). Perubahan pada satu
variabel yang memiliki nilai derajat tertinggi dalam
suatu jaringan akan berdampak pada sistem. Oleh
karena itu, keberadaan node-node ini menjaga
keseimbangan hubungan dalam jaringan (Munawar,
2021). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok
PAAP Wawonii (PAAP_Gw) memiliki nilai derajat
tertinggi dalam jaringan, dengan nilai derajat
sebesar 17. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok
PAAP Wawonii (PAAP_Gw) adalah komponen
kunci dan memainkan peran penting dalam
mendukung komponen-komponen lainnya. Ukuran
node berdasarkan nilai derajat perikanan skala kecil
disajikan dalam Gambar 7.

RPDA

Gambar 7. Ukuran Node yang Diskala Berdasarkan Nilai
Degree Dalam Sistem Sosial-Ekologi (SES)
Perikanan Skala Kecil.

b. Nilai centrality betwenness

Nilai centrality betwenness menggambarkan
peran suatu komponen dalam menghubungkan
komponen lainnya (Gambar 8). Semakin tinggi nilai
centrality betwenness suatu komponen, semakin
penting perannya sebagai jalur yang menghubungkan
komponen lain (Handcock et al., 2019). Hasil analisis
menunjukkan hubungan antara RARE (NGO)
dan perguruan tinggi (PT) dengan nilai sentralitas
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antarantara tertinggi, yaitu 98. Nilai ini mencerminkan
tingkat keterhubungan tertinggi dalam sistem sosial-
ekologi perikanan skala kecil di Kepulauan Konawe.
Perguruan tinggi (PT) dan RARE memainkan peran
penting dalam melakukan penelitian dan studi, serta
menginisiasi upaya untuk memberdayakan masyarakat
pesisir/nelayan untuk mendirikan area konservasi
mereka sendiri. RARE memberikan dukungan dan
berkolaborasi dengan Departemen Perikanan atau
Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan
teknis dan kerangka hukum, yang menghasilkan
pembentukan payung hukum untuk PAAP melalui
Peraturan Daerah No. 36 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (PAAP). Selain itu,
terdapat hubungan antara praktik perikanan merusak
(Dfishing), ikan non-target, dan ikan target, masing-
masing memiliki nilai sentralitas antarantara sebesar
97 dan 96. Terdapat juga hubungan antara Polusi
(Poltn) dan Zona Tangkap Terbatas (KLA) dengan
nilai hubungan sebesar 95. Begitu pula hubungan
antara Polusi (Poltn) dan ikan non-target, serta ikan
target, memiliki nilai hubungan masing-masing
sebesar 93 dan 94. Temuan ini menunjukkan bahwa
praktik perikanan merusak (Dfishing) memiliki
dampak negatif pada sumber daya ikan, baik ikan
target maupun ikan non-target, yang dimanfaatkan
oleh nelayan skala kecil di wilayah tersebut. Demikian
pula, polusi memiliki dampak negatif pada kondisi
perikanan di area tersebut. Keberlanjutan perikanan
skala kecil dipengaruhi secara positif atau negatif, dan
salah satu penentunya adalah adanya praktik merusak
seperti Dfishing dan polusi.

Gambar 8. Core Network (Centrality Betwenness).

c. Nilai sentralitas dan deteksi komunitas

Analisis  klaster dan  deteksi  komunitas
dilakukan menggunakan analisis jaringan sosial-
ckologi (SENA). Metode ini digunakan untuk
mengelompokkan data berdasarkan pola struktural
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dan karakteristik yang sering terjadi bersamaan
(Munawar, 2021). Deteksi komunitas dilakukan
menggunakan algoritma walktrap, yang telah terbukti
memiliki nilai modularitas lebih tinggi dibandingkan
dengan algoritma lainnya (Zulfikar, 2020). Hasil
analisis klaster dan deteksi komunitas mengungkapkan
tiga klaster utama dalam jaringan (Gambar 9).

Community Detection

Gambar 9. Deteksi Komunitas.

Berdasarkan analisis kompleksitas sistem sosial-
ekologi (SES) di area penelitian, dilakukan analisis
klaster dapat dilihat pada Gambar 10. Dendrogram
dikelompokkan berdasarkan nilai kesamaan (indeks
kesamaan) dalam setiap komponen SES. Pada tahap
berikutnya, deteksi komunitas dilakukan. Dalam
analisis klaster ini, Klaster 1 (Institusi) terdiri dari
batas PAAP (B_PAAP), Kantor Kelautan dan
Perikanan Provinsi (DKP), Kantor Kehutanan
(Fr_D), Peraturan Gubernur (Gv_Reg), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Peraturan Daerah
(L_Reg), Peraturan Menteri (M_Reg), LSM (NGO),
Pemerintah Provinsi (P_Gov), kelompok PAAP
(PAAP_Gw), Perguruan Tinggi (PT), LSM RARE
(RARE), Badan Perencanaan Daerah (RPDA), Kantor
Pariwisata (Tou_D), dan Pemerintah Desa (V_Gov).
Dalam klaster institusi, kelompok PAAP Wawonii
berperan dalam pengelolaan area akses bagi perikanan

0 § 10 15 20 25 30 35

Gambar 10. Cluster Dendrogram.
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skala kecil (PAAP) untuk memastikan pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan di Kepulauan Konawe.
Berbagai entitas, termasuk lembaga pemerintah, LSM,
kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan legislasi
terkait, saling terhubung dalam klaster ini. Lembaga
pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun
pemerintah  daerah, berperan dalam pembuatan
kebijakan dan pengawasan. LSM dan kelompok
masyarakat memberikan masukan, dukungan, dan
partisipasi dalam praktik pengelolaan perikanan
yang berkelanjutan. Selain itu, perguruan tinggi
memberikan kontribusi pengetahuan dan penelitian,
sedangkan legislasi menyediakan kerangka hukum
yang jelas dan hak perlindungan bagi masyarakat
yang aktif terlibat dalam pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan di wilayah masing-masing. Kerjasama
aktif di antara semua entitas ini sangat penting untuk
mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
dan berdampak positif terhadap lingkungan dan
masyarakat. Selanjutnya, Klaster 2 (Pelaku) terdiri
dari Tokoh Masyarakat (Com_fig), Organisasi
Sosial (com_or), Pendapatan Nelayan (Incm), Harga
Ikan Non-Target (N_P), Anggota Non-PAAP
(N_PAAP_M), Pendapatan Ikan Non-Target (NT_
Rvn), Ketua PAAP (PAAP_L), Anggota PAAP
(PAAP_M), Partai Politik (PP), Pemungut (Spl),
Harga Ikan Target (T_FP), dan Pendapatan Ikan
Target (TF_Rvn). Peran para pelaku ini di Kepulauan
Wawonii dan Konawe sangat terkait dan krusial
dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Mereka memengaruhi pengambilan keputusan dan
kebijakan, memobilisasi partisipasi masyarakat, serta
memengaruhi pendapatan nelayan, harga ikan, dan
pemasaran hasil tangkapan ikan. Partisipasi para
pelaku ini diperlukan untuk mencapai pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan, mencakup aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Klaster 3 (Regulasi
Kegiatan Pemancingan) terdiri dari Polusi (Poltan),
Pemancingan Merusak (Dfising), Inspektur Perikanan
(F_Spv), Daerah Pemancingan (Fgrd), Kelompok
Pemantau Perikanan (Fish_MG), Ikan Target (FT),
Ikan Non-Target (N_FT), Zona Tangkapan Terbatas
(KLA), Peraturan Desa (Perdes), dan Polusi (Poltan).
Aktivitas nelayan dalam memanfaatkan sumber daya
ikan, baik ikan target maupun ikan non-target,
untuk mata pencaharian dan kebutuhan sehari-hari
mereka dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya
ikan di daerah penangkapan mereka masing-masing.
Oleh karena itu, daerah penangkapan ikan di wilayah
tersebut diatur melalui kesepakatan bersama antar desa
dan peraturan desa dalam penggunaan, pengendalian,
dan pengelolaan perikanan di daerah tersebut. Hal
ini dilakukan wuntuk memastikan keberlanjutan
populasi ikan dan ekosistem di Kepulauan Wawonii
dan Konawe. Peraturan ini mengontrol praktik
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pemancingan merusak (Dfishing) yang sering terjadi
di daerah penangkapan mereka, dan pengelolaan
Zona Tangkapan Terbatas (KLA) mengikuti daerah
konservasi perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
(KKPD Sultra). Pengendalian polusi (Poltan) yang
disebabkan oleh limbah domestik dan aktivitas kapal
yang membuang limbah ke laut juga termasuk.
Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian ini,
nelayan membentuk kelompok pemantau perikanan
(Pokmaswas) yang terdiri dari nelayan yang beroperasi
didaerah tersebut. Peran Pokmaswas adalah membantu
inspektur perikanan dalam memantau dan mengawasi
kegiatan pemancingan merusak, berkoordinasi dengan
inspektur perikanan, dan melaporkan kepada otoritas
penegak hukum yang relevan seperti inspektur
perikanan dan polisi perairan jika ada aktivitas yang
melanggar hukum maritim. Dengan mengelola
komponen-komponen ini secara efektif, kegiatan
pemancingan yang berkelanjutan dapat dilakukan,
menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi
sumber daya perikanan. Kerjasama aktif antara
pemerintah, inspektur perikanan, masyarakat, dan
implementasi regulasi yang sesuai adalah kunci untuk
mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
yang juga mendukung kesejahteraan nelayan dan
masyarakat pesisir.

Skenario Kebijakan Pengelolaan Perikanan Skala
Kecil di Kepulauan Wawonii, Konawe Islands.

Kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil
di Kepulauan Wawonii dan Konawe melibatkan
beberapa komponen dari SES yang saling
berinteraksi. Hasil dari interaksi ini memiliki
dampak pada efektivitas pendekatan kebijakan untuk
pengelolaan perikanan di wilayah tersebut. Analisis
jaringan mengungkapkan beberapa  tindakan
yang perlu diambil dalam skenario kebijakan
untuk implementasi pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan di area tersebut. Skenario kebijakan
mempertimbangkan hubungan atau interaksi di
antara komponen sumber daya dalam sistem SES

a. Resources Unit — Resources Aktor

Nelayan-nelayan perikanan skala kecil yang
berprofesi sebagai penangkap ikan di Kepulauan
Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan umumnya
memiliki sumber pendapatan utama berasal dari
memanfaatkan penangkapan ikan target seperti
ikan kerapu, cakalang, dan katamba. Selain itu,
beberapa nelayan juga menangkap ikan non-
target seperti ikan sayori sebagai hasil tangkapan
sampingan. Meskipun pendapatan dari ikan target
lebih besar, hasil tangkapan ikan non-target
juga mempengaruhi pendapatan nelayan secara
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keseluruhan. Banyak aktor yang terlibat dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan di kepulauan
Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, seperti
nelayan, partai politik, organisasi kemasyarakatan,
kelompok PAAP, tokoh masyarakat, dan kelompok
pengawas perikanan. Keterlibatan para aktor dalam
pengelolaan perikanan berkelanjutan ini dapat
dilihat dari perannya masing-masing. Nelayan
yang tergabung dalam Kelompok PAAP Wawonii
termasuk nelayan yang tergabung dalam organisasi
kemasyarakatan dan parpol, berperan sebagai
kelompok nelayan yang mengorganisis nelayan
lainnya, mempromosikan praktik perikanan yang
berkelanjutan, serta memfasilitasi ases terhadap
sumberdaya, serta ikut menjaga dan memelihara
kawasan yang menjadi akes mereka. Disamping
itu, tokoh masyarakat juga diajak berkonstrubisi
dalam kegiatan ini dengan terus mendorong untuk
mempertahankan nilai-nilai tradisonal dan menjadi
tradisi budaya di masyarakat lokal dan diwariskan
secara turun-temurun dalam paraktik perikanan
skala kecil. Kelompok pengawasan perikanan yang
dibentuk oleh inisiatif nelayan dikawasan tersebut,
berperan dalam pengawasi kegiatan penangkapan
ikan dan penegakan aturan perikanan yang telah
disepakati bersama.

b. Resources Unit — Resources Governance

Untuk melindungi Sumberdaya perikanan,
Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan
dan Perikanan Propinsi Sultra (DKP), bekerjasama
dengan pengawas perikanan dan polisi perairan
dibantu oleh nelayan yang tegabung dalam
Pokmaswas perlu meningkatkan penegakan aturan
dan pengawasan terhadap kegiatan perikanan skala
kecil. Tujuannya adalah untuk menghentikan
penangkapan ikan yang merugikan lingkungan
dan melanggar peraturan. Pengawasan yang ketat
akan membantu menjaga sumber daya perikanan di
kawasan tersebut.

c. Resources Aktor — Resources system

Pembentukan Kawasan Larang Ambil
(KLA) di Konawe Kepulauan sangat penting untuk
pengelolaan perikanan skala kecil. KLA memberikan
nelayan batasan area penangkapan ikan untuk
menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan
melindungi spesies ikan yang terancam punah atau
populasinya yang rentan.

d. Resources Governance — Resources systems

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat
diperlukan untuk mengatasi masalah destruktif fishing
dan pencemaran yang merugikan perairan. Dalam
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situasi seperti ini, peran Pengawas Perikanan (Was
Perikanan) dan Polisi Perairan harus ditingkatkan
untuk mengontrol penangkapan ikan yang merugikan
lingkungan. Selain itu, perlu ada peningkatan
kesadaran dan pendidikan untuk mengurangi praktik
destruktif fishing yang merugikan dan pencemaran.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Untuk  mengoptimalkan ~ implementasi
Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP),
dilakukan  langkah-langkah  strategis  dan

operasional dengan mempertimbangkan berbagai
aspek. Dibutuhkan rangkaian kebijakan, Pertama,
Kebijakan koordinatif, berupa kebijakan keselarasan
kewenangan pengelolaan sumberdaya pesisir antara
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilkukan
dengan pembentukan tim koordinasi dan peraturan
daerah yang jelas. Kedua, kebijakan implementatif
teknis berupa pengawasan terhadap aktifitas
penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan
bahan berbahaya lainnya harus diperkuat melalui
patroli rutin, teknologi pemantauan, penegakan
hukum yang ketat, dan edukasi nelayan. Ketiga,
kebijakan zonasi, dimana operasionalisasi PAAP di
tengah maraknya hilirisasi tambang memerlukan
zonasi yang jelas, studi lingkungan yang
komprehensif, dan pemantauan berkelanjutan untuk
melindungi ekosistem laut. Terakhir, kebijakan
distributif, untuk meningkatkan perekonomian
nelayan skala kecil dalam jangka pendek, diperlukan
pemberdayaan, pelatihan, akses pasar yang lebih
baik, serta program diversifikasi pendapatan seperti
ekowisata dan budidaya laut.
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